PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1858 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS # 1.982 M? (LEBIH KURANG SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN
PULUH DUA METER PERSEGI) PADA KELURAHAN MALAKA SARI,

Menimbang

Mengingat

. a.

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah
dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas
+ 1.982 m? (lebih kurang seribu sembilan ratus delapan puluh dua
meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para
pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q.
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
status penggunaannya pada Kelurahan Malaka Sari, Kota
Administrasi Jakarta Timur berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Berupa Tanah Seluas £ 1.982 m? (lebih kurang seribu sembilan
ratus delapan puluh dua meter persegi) pada Kelurahan Malaka
Sari, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nommor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS # 1,982 M? (LEBIH
KURANG SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA METER
PERSEGI) PADA KELURAHAN MALAKA SARI, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah
seluas + 1.982 m? (lebih kurang seribu sembilan ratus delapan puluh
dua meter persegi) pada Kelurahan Malaka Sari, Kota Administrasi
Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Lurah Malaka Sari, Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan
pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan
secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan
pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah
yang ada dalam penguasaannya.

Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi
tanggung jawab Lurah Malaka Sari, Kota Administrasi Jakarta Timur.



KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
ARIS DAERAH,
AH MATALI
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Gubernur DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

8 Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah

Kota Administrasi Jakarta Timur

AL

o



TIVLVIA n

‘HYHEVJ SV
VLIAVAVI VIO
SNSNHA HYYIVA ANNA

———r—

e

INWL weyer "iseg uang

00 000 00S €¥L LG BXEIE LISV Y[R USqUINIS os61/A/0%0T WNSVd Sasvd 7l 8 1 200e/e/s | 02000 | T0090TOIOIE! ovL00 pifgey weundueg ymun qeuel (7
ANyl elreTer e HaIng uBNRS] [Bueprs
00 000 00§ L T R I 0861/A/0Z02 WNSV4 80SVA Zn S6b $00z/e/s | 91000 | »OOLOIOTOIEI 0rL00 Topeq weunSueg qeuey T
e, B]0L 118153, .
weduBIaay (dal) wBray Jeurely SER0T [ {e1e] UITITLHO 0N weyareIag .”qmo Jresv uBnyRg sen E”_ﬁ.:wmkum ho_.mo_,w Sunreg apoy FLUTIE Bueieg s [/ Busreyg v ON

UNRLL VIAVIVE ISVELSININGY V.LON ‘THVS VIVIVIN NVHVATTE

Yavd (103S¥Ed HELAW vnd HOHId NVEVTEA SALVE NYIIENIS NaREs ONvANY Higam)
W TEE6'T F SYNIHS HYNVL VANMEE HYNIVA MIHKW DANVEVE NVVNODONId SNIVIS NVAVLANTL
DNVINIL

1Z0C NNHVI 8681 wowox
VINVAVE VIONNS!

SNSNHI HYHEVA BNNNTANG NVSILLNATH
NVRlIdNY'E

UNAIL VIAVIVE ISYALSININGY VLOY ‘RIVS YAVIVIN NYHVINTEN vavd

HVYNVL vdNAdd HVIEVA MITIA DNVAYE 3Y14vd

HVYNVL




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

